GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak
kendaraan bermotor ditengah pelemahan ekonomi

akibat situasi pandemi COVID-19, telah dilakukan

Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa dengan masih tingginya antusiasme dan masih
banyaknya wajib pajak yang belum melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah lewat
jatuh tempo dan melakukan pemindahan kepemilikan
kendaraan  bermotor, ~maka  perlu  dilakukan
perpanjangan jangka waktu penghapusan sanksi
administratif ~ pajak  kendaraan  bermotor  dan

penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan



Mengingat

= ||

pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor serta
pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas  Peraturan = Gubernur Nomor 60 Tahun
2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat [ Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang:*
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga



Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor

147);

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun
2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020
Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2020 Nomor 60) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6
(1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan
pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan

Pasal 5 berlaku sampai tanggal 15 Desember 2020.



(2) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan
pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan pada
semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk
pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5
diselenggarakan pada UPTD PPD /Samsat Induk.

(3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak
telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan
penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat.
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
dto
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang

pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 78



